
  

 
 

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA 
 

 
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA 

NOMOR  3  TAHUN 2010 
TENTANG 

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA YOGYAKARTA, 
 

Menimbang  : a. bahwa untuk meningkatkan mutu kesehatan masyarakat khususnya di 
bidang pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat 
Pemerintah membutuhkan peran serta masyarakat, sehingga menjadi 
tanggungjawab bersama antara Pemerintah dan Masyarakat; 

b. bahwa berdasarkan  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan untuk meningkatkan 
pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut huruf a diatas, maka  
Peraturan Daerah Kota  Yogyakarta Nomor  5 Tahun 2006 tentang 
Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat 
sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dicabut dan diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 
a dan huruf b di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah 
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan 
Masyarakat; 

 
Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa 
Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859); 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
 



  

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049);  

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi 
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang 
Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata 
Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah; 

9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang 
Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat; 

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang 
Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum; 

11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 
Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta (Lembaran 
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1988 Nomor 
12, Seri C); 

12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 
Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah 
Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1992 Nomor 37, Seri 
D); 

13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 
Tahun 1999 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat Kota 
Yogyakarta (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Yogyakarta Tahun 1999 Nomor 52, Seri D); 

14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta 
Tahun 2008 Nomor 21,Seri D); 

15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan, Susunan,Kedudukan  dan Tugas Pokok Dinas Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 67); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA 

 
dan  

 
WALIKOTA YOGYAKARTA 

 
    MEMUTUSKAN:  

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN 

PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
 



  

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta. 
3. Walikota  adalah Walikota Yogyakarta. 
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat 

Kesehatan Masyarakat yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Kota Yogyakarta 
termasuk Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu dan Pusat Kesehatan Masyarakat 
Keliling. 

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang 
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan 
usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, 
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya 
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.  

7. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran 
atas pelayanan kesehatan pada Puskesmas. 

8. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh 
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh 
orang pribadi atau badan. 

9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk 
pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 

10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat 
ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 

11. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk 
melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 

 
 

BAB II 
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 

 
Pasal 2 

 
Dengan Peraturan Daerah ini menetapkan pungutan atas setiap pelayanan kesehatan di 
pusat kesehatan masyarakat dengan nama retribusi pelayanan kesehatan. 

 
Pasal 3 

 
(1) Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan di puskesmas yang dimiliki dan/atau dikelola 

oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran. 
(2) Jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. pengobatan umum; 
b. tindakan kesehatan umum; 
c. kesehatan ibu dan anak; 
d. tindakan kesehatan gigi dan mulut; 
e. kesehatan lain-lain. 

(3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan 
di Puskesmas. 



  

BAB III 
GOLONGAN RETRIBUSI 

 
Pasal 4 

 
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. 
 

 

BAB IV 
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

 
Pasal 5 

 
(1) Dasar pengenaan retribusi adalah tingkat pelayanan jasa. 
(2) Tingkat pelayanan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada faktor-

faktor Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.  
 

BAB V 
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF 

 

Pasal 6 
 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif retribusi adalah didasarkan pada 
kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan 
masyarakat, aspek keadilan dan pengendalian atas pelayanan. 
 

BAB VI 
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 

Pasal 7  

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan cara penjumlahan antara Jasa 
sarana ditambah Jasa Pelayanan. 

(2) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjumlahan antara Bahan 
Medis Habis Pakai (BMHP) ditambah sarana medis dan non medis. 

(3) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 35% (tiga puluh lima per 
seratus) dibagi 65% (enam puluh lima per seratus) dikalikan Jasa Sarana.  

 

BAB VII 
TARIF RETRIBUSI 

 

Pasal 8 
 

(1) Penetapan besaran tarif retribusi untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas 
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini. 

(2) Bagi Penduduk Daerah yang dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli 
yang masih berlaku atau Kartu Keluarga asli, mendapat pengurangan retribusi sebesar 
60% (enam puluh per seratus) dari tarif retribusi pengobatan umum dan 25 % (dua puluh 
lima per seratus) dari tarif retribusi tindakan. 

(3) Bagi penduduk yang mengikuti Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jaminan Kesehatan 
Sosial, Jaminan Kesehatan Daerah dan asuransi kesehatan lainnya ditanggung 
sepenuhnya oleh penjamin sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Pasal ini. 

(4) Untuk pasien lanjut usia mendapatkan pengurangan retribusi sebesar 60% (enam puluh 
per seratus) dari tarif retribusi pengobatan umum dan 50 % (lima puluh per seratus) dari 
tarif retribusi tindakan. 



  

BAB VIII 
WILAYAH PEMUNGUTAN 

 
Pasal 8 

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah. 
 
 

BAB IX 
PENENTUAN PEMBAYARAN,TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN 

PEMBAYARAN 
 

Bagian Kesatu 
Penentuan Pembayaran 

 
Pasal 9 

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. 
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang  

dipersamakan. 
 

Pasal 10 
 
(1) Retribusi yang terutang harus dibayar lunas. 
(2) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang sah. 
(3) Penderita yang pembayarannya dijamin oleh pihak ketiga, pungutan retribusinya 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(4) Tata cara pembayaran dan penyetoran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan  

Walikota. 
 

Pasal 11 

(1) Pembayaran retribusi untuk keluarga miskin, anak jalanan, korban kekerasan dan yang 
dipersamakan, dan kelompok tertentu dibebankan kepada Pemerintah Daerah.   

(2) Syarat-syarat dan tata cara pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat  (1) diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. 

 
Bagian Kedua 

Tempat Pembayaran 
 

Pasal 12 

(1) Pembayaran retribusi dilakukan di tempat pelayanan jasa/penyediaan fasilitas atau 
loket yang telah ditentukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk. 

(2) Tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut : 
a. masyarakat umum yang tidak memiliki jaminan kesehatan, maka pembayarannya 

dilakukan di Puskesmas; 
b. masyarakat umum yang memiliki jaminan kesehatan, maka pembayarannya sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
 

Bagian Ketiga 
Angsuran dan Penundaan Pembayaran 

 
Pasal 13 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara angsuran dan penundaan pembayaran diatur 
dengan Peraturan Walikota. 


